Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata kembali struktur
organisasi Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di

atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten
Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKI RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas,
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris
daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana kegiatan teknis
operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu
atau beberapa kecamatan.

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil disingkat Jabatan Fungsional adalah kedudukan
yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan
Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan.



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3

Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri atas:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja;

Dinas Pendapatan Daerah;

Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan;

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan; dan
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Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN SUSUNAN ORGANISASI.

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

(2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan
teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang pendidikan, Pemuda dan Olahraga
yang meliputi pembinaan kurikulum, tenaga pendidik, pengelolaan pendidikan formal dan
pendidikan non formal, bidang sarana prasarana, Pendidikan luar sekolah, Pembinaan Pemuda,
Pembinaan Olahragadan kesiswaan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.



Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga mempunyai fungsi :

d.

b.

C.
d.

(1)

)

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai dengan
rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Penyelenggaraan urusan pendidikan, pemuda, olahraga dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

Pembinaan Jabatan Fungsional;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan;
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum;
c. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan;
1. Seksi Kurikulum dan Pengajaran;
2. Seksi Pendidik dan Kesiswaan;
d. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan;
1. Seksi Kurikulum dan Pengajaran;
2. Seksi Pendidik dan Kesiswaan;
e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan;
1. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
2. Seksi Sarana dan Prasarana SMP, SMA dan SMK;
f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga dan Kesiswaan membawahkan:
1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian;
2. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
3. Seksi Pembinaan Olahraga;
g. UPT;
h. Kelompok ]abatan Fungsional.
Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Paragraf 2
Tugas

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan
melaksanakan kegiatan operasional di bidang kesehatan yang meliputi pencegahan,
pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dan promosi
kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, perijinan kesehatan serta manajemen dan sistem
informasi kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Kesehatan

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. Penyelenggaraan urusan kesehatan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

d. Pembinaan Jabatan Fungsional;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum;

c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Medik;
2. Seksi Gizi;
3. Seksi Kesehatan Keluarga.

d. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan:
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
2. Seksi Wabah dan Bencana;
3. Seksi Kesehatan Lingkungan;

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan membawahkan:
1. Seksi Jaminan Kesehatan;
2. Seksi Ketenagaan;
3. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.

f. UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran II Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
Pekerjaan Umum.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan
melaksanakan kegiatan operasional di bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang jasa
marga, bidang cipta karya, pengairan, tata ruang, perumahan, kebersihan dan pertamanan
berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pekerjaan

Umum mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan sesuai dengan rencana strategis
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Pekerjaan Umum;

d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 15

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum;
c. Bidang Bina Marga membawahkan:
1. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
d. Bidang Cipta Karya membawahkan:
1. Seksi Gedung dan Kelistrikan;
2. Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
e. Bidang Pengairan membawahkan:
1. Seksi Irigasi dan Rawa;
2. Seksi Danau, Sungai dan Pantai;



f. Bidang Tata Ruang membawahkan;
1. Seksi Tata Ruang Wilayah, Tata Kota dan Desa;
2. Seksi Perijinan;
g. Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahkan:
1. Seksi Kebersihan;
2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
h. UPT;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

(1) Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.

(2) Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan
kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang perhubungan darat dan
laut, komunikasi, informatika, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan otonomi dan tugas
pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas Perhubungan,

Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, kebudayaan dan parawisata sesuai
dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. Penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan, komunikasi, informatika, kebudayaan dan
pariwisata serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;;

c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang perhubungan, komunikasi, informatika,
kebudayaan dan pariwisata.

d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum;



c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
2. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana;
d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
1. Seksi Pos dan Komunikasi;
2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
f. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan:
1. Seksi Pelestarian Budaya;
2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Produk Wisata;
3. Seksi Promosi dan Pemasaran Produk;
g. UPT;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Kebudayan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
pendapatan daerah.

(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 21

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan
melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan daerah yang meliputi
perencanaan pendapatan, pendataan dan penetapan, penagihan, bagi hasil dan lainnya.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Pendapatan

Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan sesuai dengan rencana strategis yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. Penyelenggaraan urusan di bidang Pendapatan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Pendapatan Daerah;

d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.



Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum;

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2. Seksi Pengembangan.

d. Bidang Pendataan, Penetapan Penagihan membawahkan:
1. Seksi Pendataan dan Penetapan ;
2. Seksi Penagihan, Keberatan dan PBB;

e. Bidang Administrasi Pembukuan dan Bagi Hasil Lainnya, membawahkan:
1. Seksi Administrasi Pembukuan;
2. Seksi Bagi hasil lainnya;

f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

(1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja.

(2) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok
merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang
kependudukan, catatan sipil, Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan otonomi dan tugas
pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Kependudukan,

Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan catatan sipil, sosial dan tenaga kerja
sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
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b. Penyelengaraan urusan di bidang kependudukan, catatan sipil, sosial dan tenaga kerja serta
pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di di bidang kependudukan, catatan sipil, sosial
dan tenaga kerja.

d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 27

(I) Susunan organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri
dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum ;
c. Bidang Kependudukan, membawahkan:
1. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan;
2. Seksi Administrasi Kependudukan;
d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengesahan dan Pengakuan Anak;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
e. Bidang Sosial, membawahkan:
1. Seksi Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial;
2. Seksi Bantuan Sosial dan Pembinaan Organisasi Sosial;
f. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan:
1. Seksi Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
2. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
g. UPT;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial & Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

(1) Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

(2) Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 29

Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok merumuskan
kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pertanian,
Peternakan, Perikanan dan Kelautan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.
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Paragraf 3
Fungsi

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas Pertanian,
Peternakan, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

(1)

)

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan
sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
Penyelengaraan urusan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan
dan Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan
Kelautan;

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum;
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
1. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
2. Seksi Produksi Hortikultura;
3. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pestisida;
d. Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahkan:
1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ;
2. Seksi Alat Mesin dan Pengolahan Hasil Pertanian;
3 Seksi Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Pertanian.
e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
1. Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan;
2. Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
3. Seksi Sarana Produksi, Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan.
f. Bidang Perikanan dan Kelautan, membawahkan:
1. Seksi Teknologi dan Produksi Perikanan;
2. Seksi Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil;
3. Sarana Produksi, Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan
g. UPT;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 32

(1) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Daerah di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan.

(2) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
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Paragraf 2
Tugas

Pasal 33

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan mempunyai tugas pokok merumuskan
kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang Kehutanan,
Perkebunan dan Pertambangan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Kehutanan,
Perkebunan dan Pertambangan mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

(1)

)

Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan sesuai
dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Penyelengaraan urusan Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Kehutanan, Perkebunan dan
Pertambangan;

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 35

Susunan organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum;
c. Bidang Kehutanan, membawahkan:
1. Seksi Eksploitasi dan Penatausahaan Hasil Hutan;
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hutan;
3. Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan.
d. Bidang Perkebunan, membawahkan:
1. Seksi Produksi;
2. Seksi Usaha Tani;
3. Seksi Keamanan dan Perlindungan Kebun.
e. Bidang Pertambangan, membawahkan:
1. Seksi Pengusahaan Pertambangan ;
2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral, Migas dan Ketenaga Listrikan;
3. Seksi Pengawasan Pertambangan.
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana
tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 36

(1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 37

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan
kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. Penyelenggaraan urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;

c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan;

d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum.
c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
1. Seksi Usaha Industri dan Bimbingan Produksi;
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Industri;
d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
1. Seksi Usaha Perdagangan;
2. Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
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e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahkan:
1. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM;
2. Seksi Fasilitas dan Perkreditan UMKM;

f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 40

(1) Pada Dinas-Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dinas yang
mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

(2) Bupati dapat membentuk UPT dinas sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Unit Pelaksana Teknis dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(4) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABYV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 41

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas-Dinas
Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas
sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati
atas usul Sekretaris Daerah.

(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional dalam Formasi Jabatan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 42

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian/Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan
tugas pokok masing-masing.
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(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta

bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala
tepat waktu.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib

disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

(6) Uraian Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah, pejabat yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai
ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Peningkatan Status Kantor Perhubungan dan Pariwisata Menjadi Dinas Perhubungan dan
Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2007 Nomor 2); dan

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Menjadi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan
Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2007 Nomor 8); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Oktober 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2008 SERI D
NOMOR 2.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
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Lampiran] :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 OKTOBER 2008

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
I
| | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM KEUANGAN UMUM

BIDANG
PENDIDIKAN DASAR

BIDANG
PENDIDIKAN MENENGAH

BIDANG
SARANA DAN PRASARANA

BIDANG
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, PEMUDA,
OLAH RAGA DAN KESENIAN

SEKSI KURIKULUM DAN
PENGAJARAN

SEKSI KURIKULUM DAN
PENGAJARAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA TK
DAN SD

SEKSI
PENDIDIKAN DAN KESISWAAN

SEKSI PENDIDIKAN DAN
KESISWAAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA
SMP, SMA, SMK

SEKSI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
B DAN KESENIAN

SEKSI PEMBINAAN KEPEMUDAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
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Lampiran IT :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 OKTOBER 2008
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
[ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM KEUANGAN UMUM
|
BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
KESFHATAN
] ] ]
SEKSI SEKSI PELAYANAN MEDIK SEKSI SEKSI
PENGENDALIAN DAN JAMINAN KESEHATAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT
SEKSIGIZI L SEKSI WABAH DAN BENCANA SEKSI KETENAGAAN
SEKSI KESEHATAN KELUARGA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN SEKSI KEFARMASIAN DAN SARANA
KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H.

Ttd

ANDI HARAHAP




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
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Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
10 TAHUN 2008
16 OKTOBER 2008

NOMOR

TANGGAL :

KEPALA DINAS

ELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN |
I I ]
PEgENBéENI/XXN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
0GR AN KEUANGAN UMUM
| | [ | |
SDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG KEBERSIHAN DAN

BINA MARGA CIPTA KARYA PENGAIRAN TATA RUANG PERTAMANAN

S ] ] ]
SEKS| PEMBANGUNAN SEKSI GEDUNG SEKS! IRIGASI DAN mﬁfﬁ%ﬁ%&’ﬁ'\‘% SEKSIKEBERSIHAN
PRASARANA JALAN —  DAN KELISTRIKAN - RAWA — DAN DESA 0 ]
DAN JEMBATAN
SEKSI PERTAMANAN
SEKSI DANAU, SEKS| DAN PEMAKAMAN
SEKSI PEMELIHARAAN | | SEKSI SARANA SUNGAI DAN — PERIJINAN L

| | PRASARANA JALAN AIR BERSIH DAN 7] PANTAI

DAN JEMBATAN PENYEHATAN

LINGKUNGAN
SEKSI UNIT PELAKSANA
— PERALATAN DAN TEKNIS (UPT)
PERBEKALAN

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Ttd

H. ANDI HARAHAP
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Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 OKTOBER 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
|
[ [ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM KEUANGAN UMUM
BIDANG BIDANG BIDANG KOMUNIKASI DAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN
PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN LAUT INFORMATIKA PARIWISATA
I | | |
SEKSI SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SEKSI POS DAN SEKSI
1 LALULINTAS DAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN — KOMUNIKASI | PELESTARIAN BUDAYA
SEKSI KESELAMATAN DAN SEKS| SEKSI SARANA KOMUNIKASI | | PENGEMBANGAN SARANA DAN
TEKNIS SARANA PENUNJANG KESELAMATAN DAN DISEMINASI INFORMASI PRASARANA PRODUK WISATA
PFI AYARAN
L | SEKSI PROMOSI DAN
PEMASARAN PRODUK
UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP
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Lampiran V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 OKTOBER 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

KEPALA DINAS
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
[ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
PROGRAM
BIDANG PERENCANAAN, BIDANG BIDANG ADMINISTRASI
PENGENDALIAN DAN PENDATAAN, PENETAPAN PEMBUKUAN DAN BAGI
PENGEMBANGAN DAN PENAGIHAN HASIL LAINNYA
[ [ [
SEKSI PERENCANAAN DAN SEKSI| PENDATAAN SEKSI ADMINISTRASI
- PENGENDALIAN - DAN PENETAPAN - PEMBUKUAN
SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI PENAGIHAN, SEKSI
— ] KEBERATAN DAN PBB —] BAGI HASIL LAINNYA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT)
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP
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Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR

TANGGAL :

10 TAHUN 2008
16 OKTOBER 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, SOSIAL DAN TENAGA KERJA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

BIDANG
KEPENDUDUKAN

BIDANG
PENCATATAN SIPIL

SEKSI PENGELOLAAN
DATA KEPENDUDUKAN

SEKSI KELAHIRAN,
KEMATIAN, PENGESAHAN
DAN PENGAKUAN ANAK

SEKSI KESEJAHTERAAN
DAN REHABILITASI SOSIAL

SEKSI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

SEKSI PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN

SEKSI
BANTUAN SOSIAL DAN
PEMBINAAN ORGANISASI
SOSIAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT)

SEKRETARIAT
I
[ | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM KEUANGAN UMUM
BIDANG BIDANG
SOSIAL TENAGA KERJA

SEKSI PENEMPATAN,
PELATIHAN DAN
PRODUKTIFITAS TENAGA
KERJA

SEKSI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN
KETENAGA KERJAAN

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP
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Lampiran VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 OKTOBER 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
[
KELOMPOK [ [ |
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TANAMAN PANGAN DAN SARANA PRASARANA PETERNAKAN DAN PERIKANAN DAN
HORTIKULTURA DAN PEMASARAN HASIL KESEHATAN HEWAN KELAUTAN
PERTANIAN

R ] A | I |

SEKSI PRODUKSI PADI SEKSI PENGOLAHAN SEKSI PEMBIBITAN DAN SEKSI TEKNOLOGI DAN
— DAN PALAWIJA - LAHAN PRODUKSI PETERNAKAN PRODUKSI PERIKANAN

DAN AR
SEKSI PRODUKSI SEKSI ALAT MESIN DAN SEKSI SEKSI
— HORTIKULTURA — PENGOLAHAN HASIL KESWAN, KESMAVET PESISIR PANTAI DAN
PERTANIAN DAN PASCA PENEN PULAU-PULAU KECIL

SEKS| PERLINDUNGAN SEKSI BINA USAHA DAN SEKSI SARANA SEKSI

I TANAMAN DAN — PEMASARAN HASIL L | PRODUKSI, BINA USAHA SARANA PRODUKSI, BINA
PESTISIDA PERTANIAN DAN PEMASARAN HASIL USAHA DAN PEMASARAN
PETERNAKAN HASIL PERIKANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BUPATI PENA]AM PASER UTARA,
(UPT)

Ttd

H. ANDI HARAHAP



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
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Lampiran VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 OKTOBER 2008
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
|
I I |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG
KEHUTANAN PERKEBUNAN PERTAMBANGAN
1 A
SEKSI EKSPLOITASI SEKSI SEKSI
L { DAN PENATAUSAHAAN PRODUKSI — PENGUSAHAAN
HASIL HUTAN PERTAMBANGAN
SEKSI PENATAAN, SEKSI SEKSI PENGELOLAAN
— PEMBINAAN DAN USAHA TANI ] SUMBER DAYA
PENGEMBANGAN HUTAN MINERAL,MIGAS DAN
KETENAGA | ISTRIKAN
SEKSI KEAMANAN DAN SEKSI SEKSI
L PERLINDUNGAN HUTAN — KEAMANAN DAN PENGAWASAN
PERLINDUNGAN KEBUN PERTAMBANGAN
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT)
Ttd

H. ANDI HARAHAP
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KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Lampiran IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 OKTOBER 2008
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
I
[ | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM KEUANGAN UMUM

BIDANG BIDANG BIDANG

PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA

MIKRO KECIL MENENGAH
SEKSI SEKSI SEKSI
USAHA INDUSTRI DAN || USAHAPERDAGANGAN || BINALEMBAGA KOPERASI
BIMBINGAN PRODUKSI DAN UMKM
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBINAAN DAN ||  PENGAWASAN USAHA || FASILITAS DAN
PENGEMBANGAN SARANA PERDAG NGAN DAN PERKREDITAN UMKM
INDUSTRI KONSIIMFN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP
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